
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 teniang Pembentukan
Oaerah nngkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1974 (entang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lernbaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55.
Tambahan Lembarsn Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3890):

3. Undang-Undang Nomor 1.0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Oaerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Uhdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Oaerah (Lambatan Negata RI Tahun Z008 Nomot 59.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah
(t.embaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Nagara RI Nomot 4438);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hUM a,
perlu menetapkan Peraturan Walikola Palembang tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknls Oinas (UPTO) Kebersihan (Ii
Kecamatan.

a. bahwa guna rnenmdaklaniuf kelentuan Pasal 78 Peraturan Daerah
Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tenlang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Oaerah Kota Palembang
dan dalam upaya meningkalkan pelayanan kepada. masyarakat di
bidang kebersihan pads {ingkat operaslonal, maka pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO) Keberslhan dan Pemakaman
yang tetah dltetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Palembang
Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Oinas (UPTO) Kebersihan dan Pemakaman di Kecamatan, pertu
disesuaikan dan disempurnakan;

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR Lf2. TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KEBERSIHAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

l'Iengingat

enimbang

WALIKOTA PALEMBANG



DaJamPeraturanWallkota ini, yang dimaksuddengan :

1. Daerahadalah Kota Palembang.
2. PemerintahKola adalah PemerintahKola Palembanq.
3. Walikota adalahWalikota Paleml>ang.
4. Wakll Walikota adalahWakilWalikola Palembang.
5. Sekretariat DaerahadalahSekreJarialDaerah Kota Palembang.
6. Sektetaris Daerahadalah SekretarisOaerahKola Palembang.
7. Dinas Kebersihanadalah Dinas KebersihanKOla Palembang.
8. Kepala Dinasadalah KepalaDinas KebersihanKola Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris paea Dinas Kebersihan Kota

Palembang.
10. KepaJa Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Dinas

KebersihanKote Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkal Oaerah

Kola PaJembang,yangdipimpln oleh Camal
12. Unit PelaksanaTeknls Dinas Kebersihanyang selanjutnya disingkal

UPTD Kebersihan adalah seluruh UPTD Kebersihan di Kecamatan
yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas
Kebersihan.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dlnas Kebersil1anyang selanjutnya
disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebersihan di
Kecamatan.

14. Kepata Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada
UPTOKebersihandi Kecamatan.

15. KoordlnatorOperasional adalah KoordlnatorOperasionalKebersihan
dan Retribuslpada UPTDKebersihandi Kecamatan.

16. Kelompok Jabatan Fungslonal adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberl lugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakankegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaantugas.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNtS DINAS (UPTD) KEBERSIHAN 01
KECAMATAN.

2
6_ Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagfan

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerinlah Daerah KablKota (Lambaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor82, Tambahan LembaranNegara Nomor4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor4741);

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 lentang
Urusan Pemerintah .Kota Palembang (lembaran Daerah Kota
PalembangTahun 2008Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasj dan Tata Kerja Dines Daerah
Kota Palembang (Lemberan Daerah Kola Palembang Tahun 9
Nomor2008).

enetapkan



Pasal5

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
UPTOKebersihandi Kecamatsnmempunyaifungsi :
a. Penyelenggaraan keglatan operasional kebersihan di wllayah

kecamatan.
b. Panyelenggaraan pungutan relribusi kebersihan di wilayah

kecamalan.
c. Pengelolaanmanajemenpersampahandi wilayah kecamalan.
d. Pengelolaan dan penqawasan terhadap operasional kebersihan di

wilayah kecamatan.
e. Penyelenggaraanmonitoringkebersihandi wilayah kecamatan.
1. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepata Oinas

Kebersihan.

Pasal4

UPTO Kebersihan di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Oinas Keberslhan dlwllayah kecamatan mellputi
pengelolaan, pengaturan, pelayanan, pengendalian dan pemungulan
retribusi dibidang kebersihan sesuai dengan kewenangan berdasarkan
peraturanperundang-undanganyang berlaku.

BAB III
KEOUDUI<AN.TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal3

(1) UPTO Kebersihan di Keoamatandipimpin oleh Kepala UPTO yang
beradadlbawah dan bertang9ungjawabkepada KepalaDlnas.

(2) Oatam kedudukannya lersebut, secara leknls operasional Kepala
UPTOdibina oleh Sekret.arisdan KepalaBidang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal2

(1) OenganPeratursn inl) dibentuk Unlt PelaksanaTeknis Oinas (UPTO)
Keberslhandi Kecamatan.

(2) UP-TOKebersihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lerd!ri
dari :
a. UPTOKebersihanKe<:amatanllir Timur I.
b. UPTOKebersihan Kecamalan llir TImur II.
c. UPTOKebersihan Kecamalan IrlrBaral I.
d. UPTOKeberslhanKecamatan llir Barat n.
e. UPTOKebersihanKer;:amatanSeberangUlu I.
r. UPTOKebersihanKecamatan SeberangI.)luII.
g. UPTOKebersihanKecamatanSukarami.
h. UPTOKebersihanKecamatanSako.
i. UPTOKebersihanKecamatanKemuning.
j. UPTOKebersihanKecamalan Kalidoni.
k. UPTOKebersil)anKecamatanBukit Kecil.
I. UPTOKebersihanKecamalanGandus.
m. UPTOKebersihanKecamatanKertapali
n. UPTOKebersihanKecamatanPlaju.
o. UPTOKebersihanKecamatanAlang-Alang Lebar.
p. UPTOKebersihanKecarnatan SematangBorang.
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Pasal10

Untuk melaksanakan lugas sebagaiinana dimaksud datarn PasaJ 9,
Kepala Sub Bagian Tala Usaha mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program kerja sebagai bahan untuk

melaksanakan kegiatan yang lelah ditetapkan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal8

Untuk metaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Kepala UPTO mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang

operaslonal kebersihan,
b. Memimpin keglalan UPTD baik secara adminlstrasi maupun

operasional yang ada dalam IIngkungannya sesuai dengan tugas
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Penyelenggaraan kegia1an operasional kebersihan di kecamatan
yang meliputi pelayanan. penqelolaan, penqaturan, pengendalian dan
pengawasan.

d. Pelaksanaan invenlarisasi permasatahan kebersihan di wilayah
kecamalan.

e. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansl terkail
f. Koordinasi pelaksanaan !regialan keberslhan di wilayah kecamatan.
g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
h. Pemberlan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang

operasional kebersihan.
I. Pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
K~pala Sub Bagisn Tata Usaha

Pasal9

Kepala Sub Bagian Tala Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b. mempunyai lugas melaksanakan urusan administrasi
umum dan keuangan.

Bagian Pertama
Kepala UPTO

Pasal7

Kepata UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian luges Dinas
Kebersihan dlbidang pengelolaan kebersihan sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal6

(1) Susunan Organisasi UPTD Ke~rslhan di Kecamalan terdlri dan;

8. Kepala.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. Koordinator Operasional Kebersihan.
d. Koordinator Operasional Retribusi.
e. Kelomp'ek Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struklur Organisasi UPTO Keberslhan di Kecamatan
sebagaimana tercantum dalsm Lampiran dan menJpakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan lni,

BABIV
SUSUNAN ORGANISASI
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Koordinator Operasional Retribusi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ
13. mempunyai fungsl :
a. Pengkordlnasfan kegia!an operastonal pungulan dan penagihan

relribusi kebersihan.
b. Penyefenggaraan inventarisasf data objek dan subjek retribusi

kebersJhan diwilayah kecamatan,

Pasal14

Bagian Keempat
Koordinator Operasional Retrlbusi

Pasal13

Koordinator Operaslonal Retribusi sebagaimana dimaksud datam Pasat
6 aya! (1) hurul d. mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan
kegiatan pemungutan dan penagihan retnousi kebersihsn di wiJayah
kecamatan.

Paeal12

Koordinator Operasional Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasat t t, mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan opernsional kebersJhan dan

pengelolaan sampah di wilayah kecamatan.
b. Pelaksanaan kebersihan jalan balk protokol maupun arted serta

badan jalan di wilayah kecamatan.
c. Pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampan dari TPS dl

wilayah kecamalan yang merupakan hasil pengumpulan dari jalan,
lingkungan perumahan dan perkantoran.

d. Pengelolaan pemantaatan sampah (pengomposan).
e. Pengelolaan TPS dan semua sarana kebersihan daJam wllayah

kecamatan.
f. Mengawasi dan melaporkan setiap kerusakan kendaraan angkulan

sampah dalam wilayah kecamatan masing-masing kepada Kepala
Dinas melalui Kepala UPTD.

g. Pengaturan petugas penyapuan. pengumpulan dan pengangkutan
dari semua janis sampan.

h. Pemberian penyuluhan kebersihan di setiap kelurahan daJamwilayah
kecamatan.

i. Pelal<sanaan inventarisasl permasatahan-permasalahan dalam
pengelolaan kebersihan diwilayah kecamatan.

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan setiap
kegialan pada operasional kebersihan.

Koordinator Operasional Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan
kegiatan pemeliharaan. pengelolaan dan pemantauan kebersihan di
wilayah kecamatan.

b. Pengelolaan urusan sural menyura, dan kearslpan.
c. Pengelolaan administrasi keuangan.
d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan
e. Perencanaan dan pengajuan kebuluhan karcis retribusi kebersman.
f. Penyusunan dan penyampaian laporan peJaksanaan rugas.
g. Pslaksanean lugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Koordinator Operasional Keberslhan

Pasal11
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Kepala UPTD. Kepala Sub· Bagian Tata Usaha. Koordinator dan
Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD K.ebersihandi Kecamatan
diangkat dan dlberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala
Dinas.

BABVI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal19

(1) Kepala UPTD wajib mernirnpin dan mengkoordinaslkan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannyadan apabila terjadi penyimpangan
dapal mengambil tindakan yang diperlukan dan metaporkan
penyimpangan ter:sebut kepada Kepala Dines sesuai dengan
ketentuanperaturanperundanq-undanganyang bertaku.

(2) I<epalaSub Bagian. Koordinalordan KelompokJabalan Fungsional
bertanggungjawabkepadaKepala UPTD.

Pasal18

Kepala UPTO dalam melakssnakan tugasnya didasarkan pada
kebljakan yang dltstapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan l<etentuan
peraturanperundang-undanganyangberlaku.

Paaa! 17

Dalam melaksanakan tugasnya. UPTO Kebersihan di K.ecamatan
menerapkan prinsip koordlnas], integrasi dan sinkronisasi baik
dillngkungan saluan kerjanya maupun dengan Instans: laionya sesuai
denganbidang tugasnya.

BABV
TATA KERJA

Pasal16

(1) KelompokJabalan FungsionalsebagaimanadimaksuddaJamPass!
6 ayat (1) huruf e. mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas
dan fungs; UPTO Kebersihan sesual dengan keahliim yang
dibutuhkan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah lenaga dalam
jenjang [abatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai
dengan bldang tugasnya.

Bagian Kellma
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal15

c. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan relribusi
ksbersihan.

d. Penyetoranhasil pernunqutan retribusi kebersihankepada pemegang
kas pada Dinas Kebersihandalamwaklu 1 x 24 jam.

e. Pelaksanaan inv~ntarisasi permasalahan-permasalahan dalam
pemungutan/penagihanrelrlbusi keberslhan.

f. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
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S£KAHARIS DAElIAH
It

Ditetapkandi Palembang
pada tanggel 2$ ·Gt-to6er 2008

A T PALEMBANG,

Pasal21

Peraturan ini mulal bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kola
Palembang

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota
Palembang Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Tekrus Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pemakaman df
Kecamatan,dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal20
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